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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis peran regulasi dan kebijakan hukum dalam menangani nasabah gagal bayar pada 

koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penyelesaian kasus 

gagal bayar tersebut. Gagal bayar nasabah merupakan isu penting yang berdampak signifikan terhadap stabilitas 

keuangan dan operasional koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data primer 

dan sekunder yang meliputi berbagai undang-undang dan peraturan terkait koperasi dan wanprestasi. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015, serta mekanisme hukum 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk 

menangani gagal bayar. Namun, terdapat berbagai faktor penghambat, baik internal seperti keterbatasan sumber 

daya manusia dan sistem informasi yang lemah, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak 

stabil dan budaya menunggak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

penguatan sistem penagihan, dan peningkatan literasi keuangan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas 

penanganan gagal bayar nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, 

koperasi, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan gagal 

bayar nasabah. 

 

Kata kunci: Gagal Bayar, Koperasi Simpan Pinjam, Kebijakan Hukum, Wanprestasi. 

 

PENDAHULUAN 

Masalah gagal bayar oleh nasabah dalam konteks lembaga kredit koperasi, seperti 

credit union, merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan yang membutuhkan 

analisis dan pemahaman mendalam. Ketika seorang nasabah gagal memenuhi kewajiban 

keuangan mereka kepada koperasi, hal itu dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas 

keuangan dan operasi koperasi. Memahami implikasi hukum dan resolusi terkait gagal bayar 

pelanggan di lembaga kredit koperasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan 

efektivitas entitas keuangan ini. Dalam ranah manajemen keuangan, khususnya dalam konteks 

penilaian risiko kredit dan prediksi gagal bayar, berbagai model dan metodologi telah 

dikembangkan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko yang terkait dengan gagal bayar 

nasabah. Model penilaian keputusan yang optimal berdasarkan faktor-faktor seperti LGD (Loss 

Given Default) maksimum yang dapat diterima oleh bank-bank komersial (Shi et al., 2016). 

Model-model ini memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan kredit nasabah dan 

menetapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Selain itu, penggunaan machine learning 

dan model statistik dalam memprediksi gagal bayar nasabah telah mendapatkan perhatian 

dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan teknik pembelajaran mesin untuk meramalkan gagal 

bayar konsumen dengan menggunakan sekumpulan data transaksi nasabah dan informasi biro 

kredit (Moscatelli et al., 2020). Adanya  teknologi canggih saat ini, lembaga keuangan dapat 

meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi calon nasabah yang gagal bayar dan 

menerapkan langkah-langkah proaktif untuk memitigasi risiko yakni berkaitan dengan konteks 

spesifik lembaga kredit koperasi, seperti koperasi simpan pinjam, implikasi gagal bayar 

nasabah bisa sangat besar.  
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Memahami kerangka hukum dan mekanisme untuk menangani kasus gagal bayar 

sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan kelangsungan koperasi-koperasi ini. 

Peraturan administratif dan hukum yang mengatur koperasi kredit, menekankan pentingnya 

kerangka kerja peraturan dalam mengelola risiko gagal bayar dan memastikan kepatuhan 

terhadap persyaratan hukum. Selain itu, peran model pemeringkatan kredit dalam menilai 

kelayakan kredit nasabah, terutama usaha kecil, sangat penting dalam konteks lembaga kredit 

koperasi. Pengembangan model pemeringkatan kredit berdasarkan kemampuan diskriminan 

yang optimal, yang menawarkan wawasan berharga untuk meningkatkan akurasi dan 

keandalan penilaian kredit untuk usaha kecil (Li & Guo, 2021). Upaya dengan menggunakan 

model pemeringkatan kredit yang kuat, credit union dapat membuat keputusan yang tepat 

terkait praktik pemberian pinjaman dan strategi manajemen risiko. Selain itu, integrasi 

mekanisme berbagi informasi yang komprehensif di pasar kredit memainkan peran penting 

dalam meningkatkan akses kredit dan mengurangi risiko gagal bayar (Naihong Hu et al., 2017). 

Upaya dengan memanfaatkan indikator ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan PDB dan 

tingkat inflasi, lembaga keuangan dapat memperoleh wawasan yang berharga mengenai 

dinamika pasar dan perilaku nasabah yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan 

yang tepat mengenai penyediaan kredit dan strategi mitigasi risiko. 

Peranan lembaga keuangan sangatlah penting karena jika kinerja lembaga keuangan 

terganggu akan menyebabkan krisis pada roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan 

di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-

bank, salah satu bentuk lembaga keuangan non bank adalah koperasi. Koperasi adalah suatu 

bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian yang lahir sebagai reaksi terhadap sistem 

liberalisme ekonomi pada abad ke-19. Di Indonesia, koperasi merupakan sarana pembangunan 

perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi 

Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan 

pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional 

berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat 

yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang dimiliki anggotanya. Dengan 

adanya koperasi, perekonomian di Indonesia berkembang semakin baik, sehingga dapat 

memajukan usaha bersama dan mensejahterakan kehidupan anggotanya. Koperasi di Indonesia 

terbentuk berdasarkan undang-undang yang pada saat ini diterangkan dalam undang-undang 

nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan pasal tersebut koperasi adalah badan 

hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi 

dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

koperasi. Salah satu bentuk koperasi berdasarkan undang-undang adalah Koperasi Simpan 

Pinjam. Menurut  UU No.25 tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai 

lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus 

sesuai dengan prinsip prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia khususnya koperasi simpan 

pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang didirikan atas dasar nilai-nilai 

kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas memiliki tekad 

untuk membantu mengembangkan kegiatan UMKM sampai dengan kebutuhan sehari-hari. 

Atas dasar itulah Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu jenis koperasi yang ada di 



 

 

 
 
 

44 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2024), 2 (6): 42–51                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

Indonesia tumbuh secara bertahap. Sikap dan keinginan saling membantu diantara para anggota 

menjadi kunci keberhasilan gerakan koperasi simpan pinjam di Indonesia. 

Cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 

Tahun 1999, tentu dimaknai sebagai cidera janji terhadap Perjanjian Pokok. Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi 

didasarkan pada ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara lengkap 

ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:  

 

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 

menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan” 

 

Pemahaman “cidera janji” atau wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 

1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan 

oleh para ahli hukum (Satrio J., 2002). Pemahaman mengenai wanprestasi menurut pasal 15 

ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa: 

 

“Wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila 

sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik 

atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu 

yang ditentukan”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi dan kebijakan hukum dalam 

menangani nasabah yang gagal bayar terhadap koperasi simpan pinjam, serta mengidentifikasi 

faktor-faktor penghambat penyelesaiannya. Pertama, penelitian ini akan menganalisis regulasi 

dan kebijakan hukum yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam dan penanganan nasabah 

gagal bayar. Hal ini meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian, 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan peraturan terkait lainnya. 

Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyelesaian 

nasabah gagal bayar terhadap koperasi simpan pinjam. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari 

internal koperasi, seperti sistem penagihan yang lemah, kurangnya sumber daya manusia, dan 

budaya organisasi yang tidak kondusif. Faktor penghambat juga dapat berasal dari eksternal 

koperasi, seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, kebijakan pemerintah yang tidak 

berpihak pada koperasi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum syarat sahnya perjanjian yang terdapat 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Efendi & Ibrahim, 2016) Pengumpulan data 

merupakan langkah nyata dalam melakukan penelitian sebagai bahan referensi yang sesuai 

dengan objek. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jenis data, data primer, 

data sekunder dan tersier. Data primer bersumber adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha, 

pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang wanprestasi. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Regulasi dan Kebijakan Hukum dalam Menangani Nasabah yang Gagal Bayar 

Terhadap Koperasi Simpan Pinjam 

A. Landasan Hukum 

Peran regulasi dan kebijakan hukum dalam menangani nasabah gagal bayar terhadap 

koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia dilandaskan pada beberapa aturan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”): 

Mengatur prinsip, dasar, dan ketentuan fundamental terkait pendirian, keanggotaan, 

pengelolaan, dan pembubaran koperasi, termasuk kewenangan dan tanggung jawab 

pengurus dalam mengelola keuangan dan menangani kredit macet; 

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (“Permenkop UKM 

17/2015”): Menetapkan rincian lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh 

KSP, termasuk tata cara pemberian kredit, penagihan, dan penyelesaian kredit bermasalah; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”): Melengkapi ketentuan terkait 

wanprestasi dan tanggung jawab hukum perdata, yang dapat diterapkan dalam kasus 

nasabah gagal bayar di KSP; 

4. Peraturan terkait lainnya: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan 

konsumen keuangan, peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran, dan peraturan 

daerah terkait koperasi. 

 

B. Mekanisme Penanganan Nasabah Gagal Bayar 

Berdasarkan regulasi dan kebijakan hukum di atas, KSP memiliki mekanisme untuk 

menangani nasabah gagal bayar, yang meliputi (Hariyanti et al., 2023): 

1. Pencegahan: Dilakukan melalui edukasi dan pendampingan kepada anggota koperasi 

sebelum dan selama pemberian kredit, analisis kelayakan kredit yang cermat, penegakan 

disiplin anggota, dan pemantauan kesehatan keuangan KSP secara berkala; 

2. Penagihan: Dilakukan secara bertahap dan persuasif, dengan memberikan peringatan, 

menawarkan solusi pembayaran alternatif, dan melakukan mediasi; 

3. Restrukturisasi: Dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, meringankan 

angsuran, atau konversi pinjaman menjadi modal; 

4. Pencadangan: Dilakukan dengan membentuk cadangan kerugian kredit untuk 

mengantisipasi potensi kredit macet; 

5. Penyaluran ke Lembaga Penjamin: Dilakukan dengan menyerahkan kredit bermasalah 

kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Lembaga Penjamin Kredit (LPK) untuk 

proses penyelesaian lebih lanjut; 

6. Penegakan Hukum: Dilakukan sebagai upaya terakhir melalui jalur peradilan, dengan 

mengajukan gugatan perdata atau pidana terhadap nasabah yang dengan sengaja tidak 

memenuhi kewajibannya. 

 

C. Faktor Penghambat Penyelesaian 

Meskipun terdapat regulasi dan mekanisme yang jelas, terdapat beberapa faktor yang 

dapat menghambat penyelesaian nasabah gagal bayar di KSP, antara lain (Sudarto, 2020): 

1. Kelemahan Sistem Penagihan: KSP seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia 

dan teknologi untuk melakukan penagihan yang efektif, sehingga prosesnya bisa lamban 

dan tidak optimal; 

2. Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antar KSP, lembaga penjamin, dan aparat 

penegak hukum dapat menghambat proses penyelesaian dan pemulihan dana; 
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3. Budaya Menunggak: Budaya menunggak pembayaran masih menjadi kendala di 

masyarakat, sehingga nasabah mungkin tidak terbiasa memenuhi kewajibannya dengan 

tepat waktu; 

4. Permasalahan Ekonomi Makro: Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dapat berdampak 

pada kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya; 

5. Lemahnya Literasi Hukum: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan 

kewajibannya dalam bertransaksi keuangan dapat mempersulit proses penyelesaian 

sengketa. 

 

D. Upaya Peningkatan Efektivitas Penanganan 

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan nasabah gagal bayar di KSP, diperlukan 

upaya-upaya berikut (Tefbana et al., 2022): 

1. Penguatan Sistem Penagihan: KSP perlu meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi untuk 

melakukan penagihan yang lebih efektif, efisien, dan profesional; 

2. Peningkatan Koordinasi: Diperlukan koordinasi yang lebih baik antar KSP, lembaga 

penjamin, dan aparat penegak hukum untuk mempercepat proses penyelesaian dan 

pemulihan dana; 

3. Peningkatan Edukasi dan Literasi: Penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi 

masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam bertransaksi keuangan, termasuk 

pentingnya memenuhi kewajiban kredit tepat waktu; 

4. Pengembangan Kebijakan Pendukung: Diperlukan kebijakan yang lebih kondusif dari 

pemerintah untuk mendukung KSP dalam menangani kredit bermasalah, seperti insentif 

fiskal, kemudahan akses pendanaan, dan pelatihan bagi SDM. 

 

E. Penegakan Hukum yang Tegas 

Penegakan hukum yang tegas terhadap nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi 

kewajibannya merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-

hak KSP. Hal ini dapat dilakukan melalui (Ningsih, 2023): 

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Diperlukan peningkatan kapasitas aparat 

penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait wanprestasi di sektor keuangan, 

termasuk pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi dan mekanisme penyelesaian 

di KSP; 

2. Percepatan Proses Peradilan: Diperlukan upaya untuk mempercepat proses peradilan 

terkait kasus-kasus wanprestasi di KSP, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan 

lebih efisien dan efektif; 

3. Pemberian Sanksi yang Proporsional: Diperlukan penjatuhan sanksi yang proporsional 

terhadap nasabah yang terbukti melakukan wanprestasi, dengan mempertimbangkan 

tingkat kesengajaan, kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan finansial nasabah. 

 

F. Adaptasi terhadap Dinamika Ekonomi 

KSP perlu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah untuk 

meningkatkan ketahanan terhadap risiko kredit macet. Hal ini dapat dilakukan melalui 

(Mulyono et al., 2023): 

1. Peningkatan Analisis Risiko: KSP perlu meningkatkan analisis risiko kredit sebelum 

memberikan pinjaman, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi makro, sektoral, 

dan individual nasabah; 

2. Diversifikasi Portofolio: KSP perlu mendiversifikasi portofolio pinjamannya untuk 

mengurangi ketergantungan pada sektor atau industri tertentu yang berisiko tinggi; 
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3. Pengembangan Produk dan Layanan Inovatif: KSP perlu mengembangkan produk dan 

layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kredit dan mengurangi risiko kredit macet; 

4. Pemanfaatan Teknologi: KSP perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan risiko kredit, seperti penggunaan sistem scoring kredit, big data 

analytics, dan artificial intelligence. 

 

Faktor Penghambat Nasabah Gagal Bayar Terhadap Koperasi Simpan Pinjam: 

Pembahasan Mendalam 

A. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi koperasi simpan pinjam dapat dibagi ke dalam 

beberapa aspek penting. Pertama, sumber daya manusia, baik ketua maupun anggota koperasi, 

sering kali menghadapi masalah keterampilan yang tidak memadai. Kurangnya pelatihan dan 

pengembangan bagi staf dan pengurus dapat mengakibatkan kelemahan dalam analisis kredit, 

penagihan, dan pengelolaan risiko. Selain itu, motivasi yang rendah yang disebabkan oleh gaji 

yang tidak kompetitif, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan kurangnya penghargaan, 

dapat menurunkan semangat dan dedikasi staf, sehingga berakibat pada kinerja yang buruk. 

Kurangnya akuntabilitas juga menjadi masalah serius, di mana kurangnya sistem pengawasan 

dan kontrol internal yang memadai dapat membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan 

pelanggaran prosedur. Selanjutnya, rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan 

analisis permohonan kredit nasabah juga menjadi faktor krusial. Proses analisis kredit yang 

tidak memadai, seperti kurangnya informasi keuangan nasabah dan analisis risiko yang tidak 

menyeluruh, serta penggunaan kriteria kredit yang tidak tepat, dapat meningkatkan risiko kredit 

macet. Selain itu, kurangnya sistem scoring kredit yang andal membuat penilaian kelayakan 

kredit nasabah sering kali tidak akurat dan tidak efisien. Keterbatasan akses data kredit nasabah 

dari biro kredit atau sumber lain juga menghambat proses analisis kredit yang akurat. Terakhir, 

lemahya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit juga menjadi hambatan 

besar. Sistem informasi yang ketinggalan zaman, seperti sistem manual atau berbasis komputer 

yang tidak terintegrasi dengan baik, membuat sulit untuk melacak data nasabah, memantau 

portofolio kredit, dan menghasilkan laporan yang akurat. Pengawasan yang lemah terhadap 

proses pemberian kredit, penagihan, dan penyelesaian kredit macet meningkatkan risiko 

penyalahgunaan dan pelanggaran. Selain itu, administrasi yang tidak efisien, dengan prosedur 

dan dokumen yang rumit serta kurangnya kontrol internal atas kas dan pencairan dana, dapat 

menyebabkan kesalahan dan penyimpangan yang merugikan koperasi. 

 

B. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal juga dapat menghambat koperasi simpan pinjam dalam operasinya. 

Pertama, adanya musibah atau kecelakaan yang menimpa nasabah atau koperasi dapat sangat 

merugikan. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir dapat menyebabkan kerusakan pada 

bisnis atau properti nasabah, sehingga mereka tidak mampu membayar kembali pinjaman. 

Kecelakaan yang menyebabkan cacat atau kematian nasabah juga membebani keluarga dengan 

kewajiban keuangan yang membuat mereka sulit melunasi pinjaman. Selain itu, kematian 

nasabah tanpa ahli waris yang jelas dapat menyulitkan koperasi untuk mendapatkan kembali 

dana pinjaman. Selanjutnya, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau 

kerabat juga menjadi masalah. Penipuan oleh nasabah yang meminjam atas nama orang lain 

tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka dapat merugikan koperasi. Tekanan keuangan 

atau masalah pribadi mungkin memaksa nasabah meminjam tanpa sepengetahuan keluarga, 

yang dapat menimbulkan komplikasi jika terjadi masalah dengan pinjaman tersebut. 

Kurangnya komunikasi dan transparansi antara nasabah dan keluarga mereka dapat 
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menyebabkan perselisihan dan memperumit penyelesaian masalah pinjaman. Terakhir, 

penyalahgunaan kredit oleh nasabah juga menjadi faktor penghambat. Penggunaan dana 

pinjaman untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam permohonan kredit, 

seperti berjudi atau untuk gaya hidup mewah, dapat menghambat kemampuan nasabah untuk 

melunasi pinjaman. Ketidakmampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, 

karena kegagalan bisnis atau kehilangan pekerjaan, juga meningkatkan risiko kredit macet. 

Selain itu, ketidakjujuran nasabah yang memberikan informasi salah atau menyesatkan dalam 

permohonan kredit untuk mendapatkan pinjaman yang tidak layak, memperburuk situasi. 

Faktor-faktor ini secara keseluruhan dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan dan 

operasional koperasi simpan pinjam, serta menurunkan kepercayaan dari anggota koperasi. 

 

C. Dampak Faktor Penghambat 

Faktor-faktor penghambat tersebut dapat berakibat fatal bagi koperasi simpan pinjam, 

dengan berbagai konsekuensi serius. Pertama, meningkatnya kredit macet bisa menyebabkan 

kerugian finansial yang signifikan, membahayakan stabilitas keuangan koperasi dan 

mengurangi kemampuan mereka untuk melayani anggotanya secara efektif. Kedua, tingginya 

tingkat kredit macet dapat merusak reputasi koperasi simpan pinjam, membuatnya sulit untuk 

menarik anggota baru dan mendapatkan pendanaan dari sumber eksternal. Hal ini dapat 

menciptakan lingkaran setan di mana penurunan kepercayaan publik semakin memperburuk 

kondisi finansial koperasi. Ketiga, dalam kasus yang paling ekstrem, kredit macet yang parah 

dapat memaksa koperasi simpan pinjam untuk tutup, yang tidak hanya merugikan anggotanya 

tetapi juga komunitas yang bergantung pada layanan koperasi tersebut. Penutupan koperasi 

akan mengakibatkan hilangnya akses ke layanan keuangan penting bagi banyak anggota dan 

dapat memiliki dampak ekonomi yang luas. 

 

D. Solusi dan Upaya Pencegahan Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi simpan pinjam, beberapa 

langkah strategis perlu diambil. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 

kunci. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang 

komprehensif kepada staf dan pengurus koperasi dalam hal analisis kredit, penagihan, 

pengelolaan risiko, dan layanan pelanggan. Selain itu, meningkatkan gaji dan tunjangan akan 

membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, sementara membangun budaya 

akuntabilitas melalui sistem pengawasan dan kontrol internal yang ketat akan memastikan 

operasional yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Memperkuat analisis kredit juga 

penting. Mengembangkan proses analisis kredit yang lebih menyeluruh dan terstruktur, 

termasuk penggunaan kriteria kredit yang tepat dan sistem scoring kredit yang akurat, akan 

membantu mengurangi risiko kredit macet. Pemanfaatan teknologi, seperti software analisis 

kredit dan data dari biro kredit, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses ini. 

Selain itu, membangun kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk berbagi informasi 

kredit dan pengalaman dalam pengelolaan risiko akan memperkuat posisi koperasi. 

Meningkatkan sistem informasi dan pengawasan adalah langkah selanjutnya. Memodernisasi 

sistem informasi dengan sistem terintegrasi yang dapat melacak data nasabah, memantau 

portofolio kredit, dan menghasilkan laporan yang akurat akan sangat membantu. Pengawasan 

internal perlu diperkuat dengan sistem kontrol yang ketat terhadap proses pemberian kredit, 

penagihan, dan penyelesaian kredit macet. Transparansi juga harus ditingkatkan dengan 

memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada nasabah mengenai proses 

kredit, persyaratan, dan konsekuensi dari gagal bayar. 

Mitigasi risiko eksternal juga tidak kalah penting. Mengembangkan produk asuransi 

untuk melindungi nasabah dari risiko bencana alam, kecelakaan, dan kematian adalah langkah 
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yang efektif. Selain itu, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada nasabah mengenai 

pentingnya transparansi dan komunikasi dengan keluarga terkait pinjaman akan membantu 

mengurangi risiko masalah di masa depan. Membangun kerjasama dengan lembaga penjamin 

kredit untuk mengalihkan risiko kredit macet juga merupakan strategi yang bijaksana. 

Akhirnya, pencegahan kredit macet harus diprioritaskan karena jauh lebih murah dan efektif 

dibandingkan dengan upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, koperasi simpan pinjam perlu 

memperkuat sistem analisis kredit, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 

membangun budaya akuntabilitas. Edukasi dan literasi keuangan juga penting untuk 

meningkatkan kesadaran nasabah tentang hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi 

keuangan, sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet di masa depan. 

 

KESIMPULAN 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia memainkan peran penting dalam 

menyediakan akses keuangan bagi masyarakat, terutama untuk usaha kecil dan menengah 

(UKM). Namun, risiko kredit macet selalu menjadi tantangan bagi KSP, yang dapat berdampak 

signifikan pada stabilitas keuangan dan keberlanjutan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, 

regulasi dan kebijakan hukum telah diberlakukan untuk mengatur penanganan nasabah gagal 

bayar. Penelitian ini mengkaji peran regulasi dan kebijakan hukum dalam menangani nasabah 

gagal bayar di KSP, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyelesaiannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa regulasi dan kebijakan hukum yang 

mengatur tentang KSP dan penanganan nasabah gagal bayar, seperti Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun regulasi dan mekanisme 

untuk menangani nasabah gagal bayar telah tersedia, terdapat beberapa faktor yang 

menghambat penyelesaiannya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal KSP, seperti 

kelemahan sistem penagihan, kurangnya sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang 

tidak kondusif. Faktor penghambat juga dapat berasal dari eksternal KSP, seperti kondisi 

ekonomi makro yang tidak stabil, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada koperasi, 

dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang peran regulasi dan kebijakan hukum dalam menangani nasabah gagal 

bayar di KSP di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang menghambat 

penyelesaiannya dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan, KSP dapat meningkatkan 

efektivitas penanganan kredit macet dan menjaga stabilitas keuangan serta keberlanjutan 

mereka. Penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap koperasi dapat 

dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannyaa perjanjian disertai dengan 

penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak 

membayar seluruhnya. Pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam ada beberapa 

prosedur sebelum terjadinya akad atau transaksi yaitu sebelum perjanjian terjadi yakni 

dokumen atau berkas. Pada mekanisme pengajuan pinjaman yaitu pengurus koperasi 

mensurvei dahulu data-data seperti alamat rumah dan pekerjaan dari pihak peminjam, setelah 

dirasa sudah lengkap maka diberikanlah pinjaman dengan mengembalikan angsuran 

pembayaran setelah jatuh tempo. Bentuk tanggung jawab anggota koperasi yang gagal bayar 

di koperasi simpan pinjam yaitu dengan cara melakukan musyawarah maupun negosiasi 

terhadap anggota wanprestasi. Tanpa harus mengambil langsung jaminan yang di berikan oleh 

anggota tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.  
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SARAN 

          Terhadap penyelesaian masalah wanprestasi dari perjanjian kredit, maka diharapkan 

pihak  koperasi tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak 

debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran 

yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dari peran regulasi 

tersebut apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui 

jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali, baik disengaja maupun tidak. Upaya untuk 

menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit, disarankan pihak 

koperasi untuk meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap pemberian kredit yang telah 

disalurkan kepada debitur. Apabila debitur wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih 

dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan 

sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasif lebih 

efektif dari melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, 

tenaga dan waktu yang cukup lama. Apabila upaya eksekusi terpaksa harus dilakukan maka 

dalam pandangan penulis, pihak koperasi harus mampu mengoptimalisasikan lembaga parate 

eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan fiat atau penetapan pengadilan 

terlebih dahulu. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan dunia perkoperasian pada saat ini yang 

memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti pelaksanaan serta efisen dari sisi 

biayanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

efektivitas penanganan nasabah gagal bayar terhadap koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian 

ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, 

koperasi simpan pinjam, dan lembaga penegak hukum, dalam merumuskan kebijakan dan 

strategi yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan nasabah gagal bayar. 
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